FORMAT LAMPIRAN C.1 PMK 118 TAHUN 2024

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Melalui Kantor Pelayanan Pajak

...................................................................................... (5)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama e (6)
NPWP PP PTPRR (7)
Jabatan e (8)
Alamat PPN 9)
Nomor Telepon @ i (10)
Bertindak |%Iaku : Wajib Pajak
|:| Wakil I:I Kuasa
dari Wajib Pajak

Nama = 1
bersama ini mengajukan NPWP 1 e
permohonan Alamat s
....................... (16) yang atas objek pajak®):
tercantum NOP e
dalam Alamat 1 e
......................................................................................... (17):
Nomor PP PPN (18)
Tanggal PP PP PPN (19)
Masa/Tahun**) Pajak PPN (20)
Denda administrasi PBB*) @ ... (21)
Pengurangan sebesar®) L e e (22)

PBB Terutang*)

Alasan permohonan

....................................................................................................................



menjadi sebesar Rp.........c.ooiiiiiiiiii. (26).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (27)

No. Jenis Dokumen Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa***)

Keterangan:
1. Beri tanda X pada[ |yang sesuai;

2. *) Diisi dalam hal permohonan pengurangan denda administratif Pajak
Bumi dan Bangunan.

3. **) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

4. ***) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa
Khusus.



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF, PERMOHONAN PENGURANGAN
DENDA ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK
BENAR, PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR, PERMOHONAN

PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI HASIL PEMERIKSAAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :

Diisi dengan nomor surat permohonan sesuai dengan
administrasi Wajib Pajak.

Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat permohonan
ditandatangani.

Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat
permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: Permohonan
Pengurangan atau  Penghapusan Sanksi Administratif,
Permohonan Pengurangan Denda Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Permohonan Pengurangan
atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
Tidak Benar, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar,
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang Tidak Benar, Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar, Permohonan
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan, atau
Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dari Hasil Pemeriksaan.

: Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak terdaftar.
Diisi dengan nama  Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang
menandatangani surat permohonan.

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib

Pajak /Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan.

: Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani surat

permohonan dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib
Pajak orang pribadi Nomor (8) tidak perlu diisi.

Diisi dengan alamat Wajib  Pajak/Wakil/Kuasa yang
menandatangani surat permohonan.

Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang
menandatangani surat permohonan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani
surat permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.



Nomor (12) :

Nomor (13) :
Nomor (14) :
Nomor (15) :

Nomor (16) :

Nomor (17) :

Nomor (18) :

Nomor (19) :

Nomor (20) :
Nomor (21) :
Nomor (22) :

Nomor (23) :
Nomor (24) :

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal
yang menandatangani surat permohonan adalah Wakil atau
Kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani
surat permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan
Bangunan.

Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal Pajak Bumi dan
Bangunan.

Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: permohonan
pengurangan atau  penghapusan sanksi administratif,
permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan
Bangunan, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang tidak benar, permohonan pengurangan
atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
tidak benar, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar,
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang tidak benar, permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, permohonan
pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan, atau
permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan dari hasil pemeriksaan.

Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.

Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.

Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.

Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak.

Diisi jumlah denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan
yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat

Diisi persentase pengurangan denda administratif Pajak Bumi
dan Bangunan yang diajukan atau diminta oleh Wajib Pajak.
Diisi dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang.
Diisi dengan alasan permohonan Wajib Pajak.



Nomor (25) :

Diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak: pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif, pengurangan denda
administratif Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak Dbenar,
pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar,
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan yang tidak benar, pembatalan Surat Ketetapan Pajak
dari hasil pemeriksaan, atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan.

Nomor (26) : Diisi dengan jumlah menurut Wajib Pajak.

Nomor (27) :

Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing
jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.

Nomor (28) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.



